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Abstract. Sexual harassment is an act involving exploitation and abuse of power of a sexual nature
that degrades a person's dignity. This may include unwanted and inappropriate speech, behavior
or physical actions that target someone based on their gender or sexual characteristics. The Nias
District Social Service has a central role in providing social services to the community, including
vulnerable groups who are more at risk of becoming victims of sexual harassment. This research
aims to determine the roles and responsibilities, policies and effectiveness of Nias Regency as a
region with cultural and social diversity that has its own challenges in maintaining an environment
that is safe from sexual harassment. The Nias District Social Service has a central role in providing
social services to the community, including vulnerable groups who are more at risk of becoming
victims of sexual harassment. This research uses a qualitative research approach. The results of
this research show that the Nias District Social Service has taken a number of concrete steps to
prevent sexual abuse of children. These steps include regular education and training for
organizational members, building an open and safe culture, and providing support for individuals
in need. However, the effectiveness of these measures requires in-depth evaluation. Factors such
as the level of response to policies, effectiveness of training, openness in organizational culture,
availability of support, and ongoing evaluation processes need to be considered.

Key words: organization, sexual harassment, children.

Abstrak. Pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan eksploitasi dan penyalahgunaan
kekuasaan dengan sifat seksual yang merendahkan martabat seseorang. Ini dapat mencakup
ucapan, perilaku, atau tindakan fisik yang tidak diinginkan dan tidak pantas, yang menargetkan
seseorang berdasarkan jenis kelamin atau karakteristik seksual mereka. Dinas Sosial Kabupaten
Nias memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk
kelompok rentan yang lebih berisiko menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan
untuk peran dan tanggungjawab, kebijakan serta evektifitas Kabupaten Nias sebagai wilayah
dengan keanekaragaman budaya dan sosial memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga
lingkungan yang aman dari pelecehan seksual. Dinas Sosial Kabupaten Nias memiliki peran
sentral dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan yang
lebih berisiko menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan
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penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Nias telah
mengambil sejumlah langkah konkret dalam mencegah pelecehan seksual pada anak. Langkah-
langkah ini meliputi pendidikan dan pelatihan teratur bagi anggota organisasi, pembangunan
budaya terbuka dan aman, serta penyediaan dukungan bagi individu yang membutuhkan. Namun,
efektivitas dari langkah- langkah ini memerlukan evaluasi mendalam. Faktor- faktor seperti tingkat
respons terhadap kebijakan, efektivitas pelatihan, keterbukaan dalam budaya organisasi,
ketersediaan dukungan, dan proses evaluasi yang terus- menerus perlu dipertimbangkan.

Key words: organisasi, pelecehan seksual, anak.

1. LATAR BELAKANG
Isu pelecehan seksual telah menjadi perhatian global yang mendesak pada era modern,

karena berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, psikologis, serta merupakan bentuk
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelecehan seksual tidak hanya mencederai martabat
korban secara fisik dan emosional, tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial dan menimbulkan
kerentanan sistemik dalam masyarakat. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti
tempat kerja, lembaga pendidikan, institusi pemerintahan, maupun organisasi non-pemerintah, dan
sering kali tidak ditangani secara memadai akibat norma sosial yang patriarkal.

Secara konseptual, pelecehan seksual merupakan tindakan yang memiliki unsur seksual,
dilakukan secara tidak diinginkan oleh korban, dan berpotensi menyalahgunakan relasi kekuasaan,
serta menciptakan lingkungan yang tidak aman. Menurut World Health Organization (WHO),
pelecehan seksual adalah penggunaan kekuatan, ancaman, atau kekerasan untuk memaksa
seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Sementara itu, United Nations (UN)
mendefinisikan pelecehan seksual sebagai segala bentuk tindakan atau upaya memaksa seseorang
melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, baik melalui kekerasan, tekanan, ataupun
ancaman.

Dalam organisasi, pelecehan seksual dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma
etika dan profesionalisme. UN Women (2015) menyatakan bahwa pelecehan seksual di
lingkungan kerja mencakup perilaku tidak diinginkan yang bernuansa seksual, baik secara verbal,
non-verbal, maupun fisik, yang menciptakan lingkungan kerja yang merugikan dan tidak nyaman
bagi korban. Senada dengan hal tersebut, Galizio (2011) menegaskan bahwa pelecehan seksual
dalam organisasi menyebabkan terbentuknya lingkungan kerja yang tidak aman, terutama bagi

kelompok perempuan, serta memperkuat dominasi berbasis gender di tempat kerja.
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Di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual telah diatur
dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup
segala bentuk perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tububh,
seksualitas, serta martabat seseorang berdasarkan gender atau orientasi seksual. UU ini menjadi
landasan hukum penting yang menekankan perlunya sistem pencegahan, perlindungan korban,

serta pemulihan yang komprehensif.

Selain itu, dalam konteks perlindungan tenaga kerja, pelecehan seksual juga menjadi
bagian dari isu ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pemberi kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman
dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi, termasuk pelecehan seksual. Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual
di Tempat Kerja juga secara spesifik menjelaskan definisi, bentuk-bentuk pelecehan, serta
langkah-langkah preventif dan penanganannya.

Kabupaten Nias, sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan karakteristik budaya yang
beragam, menghadapi tantangan khusus dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari
pelecehan seksual. Keanekaragaman nilai budaya, norma sosial, serta pandangan masyarakat
terhadap isu seksualitas sangat memengaruhi cara individu maupun komunitas merespons tindakan
pelecehan. Dalam beberapa komunitas yang bersifat konservatif, pelecehan seksual kerap
disembunyikan karena adanya rasa malu, stigma sosial, serta tekanan budaya yang mempersulit
korban untuk melapor. Hal ini menyebabkan rendahnya pelaporan kasus serta terbatasnya akses
korban terhadap layanan dukungan dan pemulihan.

Dalam situasi tersebut, pendekatan yang sensitif terhadap aspek budaya dan sosial lokal
menjadi penting dalam menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual.
Edukasi publik mengenai hak-hak seksual, pemahaman yang tepat mengenai pelecehan seksual,
serta pentingnya mendukung korban perlu menjadi agenda utama pemerintah daerah dan lembaga
sosial. Dinas Sosial Kabupaten Nias memiliki mandat strategis dalam mewujudkan sistem
perlindungan sosial berbasis komunitas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2
Tahun 2021 dan Lampiran IX Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (SPMDP2A) bertanggung jawab atas
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urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta perlindungan perempuan dan anak.
Fungsi kelembagaan ini memberikan kerangka kerja untuk merancang dan mengimplementasikan
program-program pencegahan pelecehan seksual.

Peran pekerja sosial menjadi instrumen penting dalam implementasi strategi tersebut.
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2007, pekerja sosial adalah profesi yang
memiliki kompetensi dalam membantu individu dan kelompok untuk meningkatkan kapasitas diri,
memecahkan masalah, serta mengakses layanan sosial. Fungsi pekerja sosial mencakup
pemberdayaan individu, penghubungan dengan sistem sumber daya sosial, fasilitasi interaksi
sosial yang sehat, serta mendorong perubahan kebijakan yang inklusif.

Menurut Teare dan McPheeters (2003), peran pekerja sosial dapat dikategorikan ke dalam
beberapa fungsi utama, yakni sebagai penjangkau (outreach worker), pialang (broker), advokat,
evaluator, pengajar, manajer data, dan administrator. Peran-peran tersebut sangat relevan dalam
membangun sistem pelayanan sosial yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan responsif
terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual. Dengan demikian,
penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana Dinas Sosial Kabupaten
Nias, melalui peran pekerja sosial dan dukungan kebijakan daerah, dapat mengimplementasikan
strategi pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual yang sesuai dengan konteks lokal.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berbasis

budaya, serta menjamin hak dan martabat setiap individu.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi
manusia yang paling serius, karena berdampak langsung terhadap perkembangan fisik, psikologis,
dan sosial anak sebagai individu yang rentan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan
sistem perlindungan sosial, tetapi juga menjadi indikator lemahnya sistem hukum dan kesadaran
masyarakat dalam melindungi kelompok rentan. Di Kabupaten Nias, pelecehan seksual pada anak
menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam empat tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan

oleh data berikut:
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2 2020 22 12 10

3 2021 18 10 8




Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Sesksual pada
Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias)

| 4 | 2022 | 25 | 15 | 10

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kasus
pelecehan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun, dengan fluktuasi pada jumlah kasus yang
berhasil diproses oleh instansi terkait. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 15 kasus pelecehan
seksual pada anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 kasus telah diproses secara hukum atau melalui
intervensi Dinas Sosial maupun lembaga terkait, sementara 7 kasus lainnya belum mendapatkan
penanganan yang memadai.

Tahun 2020 menunjukkan lonjakan kasus yang cukup signifikan dengan total 22 kasus, di
mana 12 kasus telah diproses dan 10 kasus masih belum mendapatkan tindak lanjut. Meskipun
terdapat peningkatan penanganan kasus, jumlah kasus yang belum diproses tetap tinggi,
mencerminkan adanya kendala dalam sistem pelaporan, keterbatasan sumber daya, atau hambatan
struktural lainnya. Pada tahun 2021, jumlah kasus menurun menjadi 18 kasus, namun jumlah kasus
yang belum diproses tetap berada pada angka yang signifikan, yaitu sebanyak 8 kasus. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun jumlah laporan menurun, efektivitas dalam penanganan kasus
belum mengalami perbaikan yang signifikan. Sementara itu, pada tahun 2022, jumlah kasus kembali
meningkat menjadi 25 kasus, dengan 15 kasus yang telah diproses dan 10 kasus belum mendapatkan
penanganan hukum maupun intervensi sosial.

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan dua permasalahan utama. Pertama,
adanya tren peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual pada anak yang menandakan bahwa
ancaman terhadap keamanan dan keselamatan anak-anak di Kabupaten Nias masih tinggi. Kedua,
adanya ketimpangan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan jumlah kasus yang berhasil diproses
menunjukkan bahwa sistem penanganan kasus masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, antara lain keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya layanan dukungan
psikososial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus, serta faktor
budaya yang cenderung menutup-nutupi masalah seksual demi menjaga citra sosial keluarga atau
komunitas.

Kondisi ini selaras dengan temuan sebelumnya dari berbagai studi bahwa hambatan
struktural, budaya patriarki, dan stigma terhadap korban merupakan penyebab utama rendahnya
angka pelaporan serta penyelesaian kasus pelecehan seksual (UN Women, 2015; Galizio, 2011). Di
sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah
memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan terhadap korban, termasuk
anak-anak, namun efektivitas implementasinya di daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Oleh
karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pencegahan, penanganan, dan
rehabilitasi korban pelecehan seksual, serta penguatan kapasitas lembaga-lembaga lokal seperti
Dinas Sosial, aparat penegak hukum, dan pekerja sosial. Penanganan kasus tidak hanya harus
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berfokus pada aspek hukum, tetapi juga harus mencakup aspek perlindungan sosial, pemberdayaan
korban, dan perubahan sosial melalui edukasi masyarakat secara berkelanjutan

Tren Kasus Pelecehan Seksual pada Anak di Kabupaten Nias (2019-2022)
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Data grafik di atas adalah yang menggambarkan tren kasus pelecehan seksual pada anak di
Kabupaten Nias selama tahun 2019 hingga 2022. Grafik ini menunjukkan adanya peningkatan
jumlah kasus secara umum, serta perbandingan antara kasus yang sudah diproses dan yang belum

diproses.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada studi kasus yang

dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Nias. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam dan holistik mengenai
fenomena sosial yang menjadi fokus kajian, yakni peran organisasi dalam pencegahan pelecehan
seksual pada anak. Menurut Creswell dan Poth (2021), penelitian kualitatif merupakan
pendekatan yang berlandaskan pada eksplorasi makna subjektif yang dikonstruksikan oleh
individu dalam konteks sosial tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya memahami
pengalaman manusia berdasarkan perspektif subjek, bukan semata-mata melalui angka atau
statistik. Sementara itu, menurut Sugiyono (2021), metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk
menguraikan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat, dengan
memanfaatkan data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, serta

dokumentasi.
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Metode ini sangat relevan digunakan dalam penelitian sosial yang berfokus pada isu-isu
kemanusiaan dan hubungan antarmanusia, seperti pelecehan seksual pada anak, karena mampu
menangkap kompleksitas konteks sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi suatu
peristiwa (Miles, Huberman, & Saldafia, 2020). Penelitian deskriptif kualitatif juga memfasilitasi
peneliti dalam menyajikan narasi yang kaya terhadap kondisi nyata di lapangan, serta memahami
dinamika interaksi antara pelaku organisasi dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan
seksual. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggali secara
mendalam bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam merancang kebijakan,
melaksanakan program, serta membangun sistem perlindungan sosial yang mampu mencegah
terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Fokus utama diarahkan pada deskripsi peran institusi,
strategi yang dijalankan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi upaya
pencegahan tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap realitas sosial secara
komprehensif dengan menempatkan informan sebagai subjek utama yang memberikan informasi
berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam isu yang diteliti. Dengan demikian,
hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam

penguatan kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan lembaga sosial di tingkat lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan antar pribadi dalam organisasi memegang peranan yang sangat penting

dalam mendukung upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Budaya organisasi yang
ditandai oleh komunikasi terbuka, penghargaan terhadap keberagaman, serta kesadaran kolektif
akan pentingnya perlindungan anak, menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Dalam
konteks ini, hubungan interpersonal yang didasari rasa saling menghormati dan kepercayaan
menjadi fondasi utama untuk mengidentifikasi serta merespons indikasi pelecehan dengan lebih
responsif.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rahmadani et al. (2019) yang menekankan
pentingnya kualitas hubungan interpersonal dalam organisasi sebagai elemen yang
berkontribusi terhadap peningkatan iklim kerja yang sehat dan partisipatif. Kualitas hubungan
yang mendukung memungkinkan anggota organisasi untuk membentuk kesadaran kolektif
dalam menjaga nilai-nilai etika dan kepekaan terhadap perlindungan anak. Organisasi yang

mengembangkan budaya kerja kolaboratif dan terbuka memungkinkan munculnya sistem
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deteksi dini terhadap tindakan atau perilaku yang menyimpang. Penelitian oleh Dekker et al.
(2020) menyatakan bahwa struktur organisasi yang mendukung pelaporan terbuka, disertai
pelatihan berkelanjutan, dapat meningkatkan kesadaran anggota terhadap bentuk-bentuk
kekerasan seksual dan strategi mitigasinya. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas
melalui pendidikan dan pelatihan merupakan langkah fundamental dalam pencegahan.

Strategi konkret yang dilakukan organisasi dalam menjaga hubungan interpersonal yang
sehat meliputi pemberian pelatihan etika kerja dan kesadaran tentang batasan hubungan yang
sehat, pembentukan kebijakan perlindungan anak yang jelas dan disosialisasikan secara
menyeluruh, serta penyediaan akses terhadap layanan konseling. Budaya organisasi yang
kondusif memungkinkan setiap individu merasa aman dalam melaporkan potensi kekerasan
tanpa rasa takut akan dampak negatif. Sejalan dengan itu, studi oleh Gifford et al. (2021)
menegaskan bahwa sistem dukungan organisasi yang kuat akan meningkatkan perilaku
prososial dan mendorong munculnya solidaritas antarpersonal dalam mencegah kekerasan
berbasis seksual.

Dalam perannya sebagai pengelola informasi, organisasi berupaya menyebarluaskan
edukasi tentang pencegahan pelecehan seksual melalui kampanye media sosial, situs web, serta
pelatihan internal yang berkelanjutan. Informasi juga didiseminasikan melalui kerja sama lintas
lembaga, termasuk lembaga pendidikan, komunitas lokal, serta LSM yang bergerak dalam
perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan pendekatan komunikasi strategis seperti dijelaskan
oleh Heiss & Papacharissi (2018), di mana penggunaan media digital secara integratif dapat
memperluas jangkauan pesan sosial secara efektif.

Strategi diseminasi informasi dilakukan dengan menyesuaikan konten terhadap
karakteristik audiens, baik dari segi bahasa, visualisasi, maupun pendekatan komunikatif.
Organisasi juga melibatkan pakar dan profesional untuk memastikan kualitas serta akurasi
informasi yang disampaikan. Mekanisme evaluasi berkala diterapkan untuk menyesuaikan
strategi komunikasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini konsisten dengan
pandangan yang dikemukakan oleh Men & Yue (2019), bahwa komunikasi organisasi yang
adaptif dan berbasis empati memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat keterlibatan
publik terhadap isu-isu sosial.

Pengambilan keputusan dalam menangani dugaan pelecehan seksual terhadap anak

dilakukan melalui proses investigatif yang sistematis dan berbasis kebijakan. Investigasi
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dilakukan oleh tim terlatih dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan
kepentingan terbaik bagi anak. Ketika bukti cukup mendukung, organisasi akan memberikan
perlindungan kepada korban serta menerapkan sanksi terhadap pelaku sesuai ketentuan yang
berlaku. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan child-centered protection yang dijelaskan oleh
Wessells (2018), di mana setiap kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus
menjamin partisipasi dan perlindungan penuh terhadap hak anak.

Organisasi juga memperhatikan indikator perilaku sebagai bagian dari sistem deteksi
dini terhadap pelecehan seksual. Perubahan perilaku yang tiba-tiba, seperti penarikan diri dari
aktivitas sosial, munculnya kecemasan tanpa sebab, hingga penggunaan bahasa seksual yang
tidak sesuai usia menjadi sinyal yang harus ditindaklanjuti. Studi oleh Jones et al. (2022)
menyoroti pentingnya literasi perilaku dalam deteksi kekerasan seksual anak, karena anak
seringkali belum mampu mengomunikasikan pengalaman mereka secara verbal.

Dalam situasi ketika anak menunjukkan ketakutan atau kecemasan yang tidak biasa
terhadap seseorang, organisasi memberikan ruang aman dan dukungan psikologis untuk
menggali penyebab emosi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara empatik dan
observasi perilaku oleh tenaga profesional yang memahami psikologi perkembangan anak.
Upaya ini didukung oleh temuan Allen et al. (2021) yang menyatakan bahwa pendekatan
berbasis trauma (trauma-informed approach) sangat efektif dalam menangani anak korban
kekerasan seksual.

Pencegahan perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dilakukan melalui
observasi tanda-tanda seperti perilaku eksplisit yang tidak sesuai usia, peningkatan pengetahuan
seksual secara tidak wajar, dan interaksi fisik yang mencurigakan. Pendidikan mengenai
batasan perilaku seksual sehat dan pelatihan bagi staf menjadi strategi utama yang diterapkan.
Selain itu, organisasi menyediakan ruang dialog yang aman dan memberdayakan anak untuk
melaporkan segala bentuk ketidaknyamanan. Hal ini mengacu pada teori perkembangan seksual
anak yang dikemukakan oleh Elkovitch et al. (2020), bahwa pemahaman usia-perkembangan
sangat penting dalam mendeteksi penyimpangan perilaku seksual anak.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan
pelecehan seksual pada anak dalam organisasi sangat bergantung pada budaya kerja yang

mendukung, hubungan interpersonal yang sehat, serta sistem edukasi dan komunikasi yang
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efektif. Pendekatan sistemik dan kolaboratif perlu terus ditingkatkan agar lingkungan organisasi

benar-benar menjadi ruang aman bagi setiap anak.
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Berikut data adalah grafik batang yang menggambarkan tingkat efektivitas dari berbagai

upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak dalam organisasi berdasarkan hasil penelitian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pelecehan seksual terhadap anak
dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh sinergi antara budaya kerja yang sehat, hubungan
interpersonal yang suportif, serta sistem pendidikan dan komunikasi yang efektif. Budaya
organisasi yang menekankan komunikasi terbuka, penghargaan terhadap perbedaan, dan
komitmen terhadap perlindungan anak terbukti mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman

dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.

Berbagai strategi konkret seperti pelatihan dan edukasi rutin, penyusunan kebijakan
perlindungan anak yang tegas, penyediaan layanan konseling, serta komunikasi terbuka antar
anggota organisasi terbukti memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Grafik hasil penelitian
memperkuat temuan ini, di mana aspek kebijakan perlindungan anak dan penanganan kasus

menunjukkan tingkat efektivitas yang paling tinggi, disusul oleh pelatihan, komunikasi, dan sistem



Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Sesksual pada
Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias)

deteksi dini. Meskipun demikian, aspek dukungan psikologis masih perlu diperkuat agar
perlindungan terhadap anak semakin komprehensif. Upaya diseminasi informasi yang adaptif dan
berbasis karakteristik audiens, termasuk pemanfaatan media digital dan kerja sama lintas lembaga,
juga menjadi faktor penting dalam memperluas kesadaran publik terhadap isu ini. Proses
pengambilan keputusan yang berbasis pada investigasi profesional, keadilan, dan kepentingan

terbaik anak semakin memperkuat pendekatan child-centered protection yang diadopsi organisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencegahan pelecehan seksual
terhadap anak di lingkungan organisasi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek
struktural, edukatif, komunikatif, dan emosional, yang saling terintegrasi dan dijalankan secara

konsisten oleh seluruh elemen organisasi.
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